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ABSTRAK 

MUHAMMAD RIDWAN. NPM.18810258. 2022.PERAN KEPOLISIAN DALAM 

MENJAGA KEAMANAN OBJEK VITAL DI KOTA BANJARMASIN. Skripsi. Fakultas 

Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin 

Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II Fathan Ansori, S.H., M.H. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kewenangan anggota 

kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap peran kepolisian 

dalam menjaga objek vital di Kota Banjarmasin.  Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini 

dilakukan dengan jenis penelitian empiris. Hasil penelitian bahwa Polisi merupakan alat 

Negara yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam 

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan lembaga 

eksekutif dalam hal menjaga keamanan Negara, serta alat Negara yang berperan dalam 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan 

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya 

keamanan dalam negeri. Adapun tugas pokok POLRI berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang 

Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, 

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Berdasarkan Keppres No. 63/2004 disebutkan bahwa obvitnas merupakan kawasan/lokasi/ 

bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan 

negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Mengingat peranannya 

yang cukup strategis, obvitnas membutuhkan sistem pengamanan yang lebih kuat dan 

didasarkan atas standard sistem pengamanan yang ketat, sehingga mampu memperkecil 

risiko dan dampak keamanan yang ditimbulkan akibat adanya ancaman dan gangguan 

keamanan. Standard sistem pengamanan obvitnas dapat digunakan sebagai sebagai dasar 

untuk menilai pencapaian kinerja sistem pengamanan obvitnas. Selain belum diterapkannya 

standard sistem pengamanan objek vital, Polresta kota Banjarmasin masih dihadapkan pada 

persoalan terbatasnya jumlah dan kemampuan personil Polri yang bertugas mendukung 

sistem pengamanan objek vital di kota Banjarmasin. Untuk itu, secara bertahap Polresta Kota 

Banjarmasin harus meningkatkan jumlah personil yang akan ditugaskan untuk mendukung 

sistem pengamanan obvitnas. Jumlah personil pam obvitnas di setiap satuan kewilayahan 

Polresta Kota Banjarmasin harus disesuaikan dengan jumlah objek vital  yang ada di kota 

Banjarmasin.  
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